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Lakey Beach is known as one of the world-class surfing destinations
with great potential to enhance the local economy. However, the
management of this area requires the synergy of various parties to
ensure sustainability and maximize benefits for the community. This
study aims to analyze the implementation of collaborative
governance in the development of tourism destinations at Lakey
Beach, Dompu Regency, West Nusa Tenggara. This research employs
a descriptive qualitative approach with data collection techniques
including in-depth interviews, participatory observation, and
documentation studies. The findings indicate that the involvement of
key actors such as local government, tourism business actors, local
communities, and NGOs plays a crucial role in the collaborative
process. Although cooperation has occurred, challenges such as
cross-sector coordination, information gaps, and conflicting interests
remain.

Abstrak

PantaiLakey dikenalsebagaisalah satu destinasi selancarkelas dunia
yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian
lokal. Namun, pengelolaan kawasan ini memerlukan sinergi berbagai
pihak untuk menjamin keberlanjutan dan manfaat maksimal bagi
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi collaborative governance dalam pengembangan
destinasi wisata Pantai Lakey, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara
Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam,
observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keterlibatan aktor-aktor kunci seperti
pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat lokal, dan
LSM berperan penting dalam proses kolaboratif tersebut. Meski telah
terjadi kerja sama, tantangan seperti koordinasi lintas sektor,
kesenjangan informasi,dan kepentingan yangberbeda masih menjadi
hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan
kapasitas komunikasi antar aktor serta penyusunan regulasi yang
mendukung kolaborasi berkelanjutan guna mengoptimalkan
pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di kawasan Pantai
Lakey.
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1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satunegara yangmenjaditujuan favorit bagi wisatawan domestik maupun
internasional. Dengan beragam destinasi wisata yang menarik, Indonesia menjadi daya tarik utama bagi
wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan pengembangan sektor
pariwisata, mengingat pariwisata merupakan salah satu kontributor terbesar bagi pendapatan
asli daerah (APBD). Indonesia memiliki potensibesar dalam keberagaman pariwisatanya. Sebagaisalah satu
sektor industri terbesar di dunia, pariwisata memiliki keterkaitan dengan berbagaiaspek kehidupan, termasuk
ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Dengan pengelolaan yang baik, sektor pariwisata dapat
berkontribusi dalam mendorong pembangunan, menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan kerja,
serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemasukan daerah (Ardiansyah et al, 2023)

Pariwisata memiliki peran penting bagi suatu negara. Keberadaan pariwisata memberikan peluang
bagi pemerintah daerah tempat objek wisata berada untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas wisata
tersebut. Selain itu, pariwisata menjadi kebutuhan bagi setiap individu, karena kegiatan wisata dapat
meningkatkan kreativitas, mengatasikejenuhan kerja, memberikan relaksasi, mendukungaktivitas berbelanja
dan bisnis, memperluas pengetahuan tentang sejarah serta budaya suatu etnis, menjaga kesehatan, dan
memenuhikebutuhan spiritual. Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu bidang yang memiliki
potensi besaruntuk dikembangkan. Halini sejalan dengan pernyataan bahwa "pariwisata dapat menjadialat
pengembangan yang signifikan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendiversifikasi sumber ekonomi,
membantu mengurangi kemiskinan, serta menciptakan hubungan saling mendukung dengan sektor produksi
dan jasa lainnya. Selain itu, pariwisata diyakini mampu memberikan kontribusi positif terhadap
perekonomian, baik di tingkat global maupun lokal, dengan meningkatkan devisa, pendapatan asli daerah,
serta pendapatan masyarakat lokal. Manfaat-manfaat ini menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki
posisi strategis dalam pembangunan suatu negara atau daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan
pariwisata yang berkelanjutan dan menyeluruh. Untuk mewujudkan haltersebut, kolaborasi dan kemitraan
antara berbagaipihak, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, serta pihak -pihak terkait lainnya, sangat
penting untuk mendukung kelangsungan pembangunan pariwisata (Pajriyah & Sulaeman, 2021).

Pariwisata menjadi salah satu aktivitas yang paling diminati oleh banyak orang saat ini. Sebagai
aktivitas penting, pariwisata telah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dinegara maju dan sebagian
kecil masyarakat di negara berkemban. Di Indonesia, pariwisata sangat diminati oleh banyak orang.
Tingginya antusiasme masyarakat untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata, serta pesatnya
perkembangan industripariwisata, menjadikan sektorini sebagaisalah satu sumberpendapatan strategis bagi
negara (Trisniati et al., 2022)

Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan oleh peran strategis pariwisata dalam mendukung
pembangunan dilndonesia. Secara umum, peran pariwisata dalam pembangunan meliputi tiga aspek utama,
yaitu aspek ekonomi (melalui devisa dan pajak), aspek kerja sama internasional (membangun hubungan
persahabatan antarbangsa), serta aspek budaya (memperkenalkan budaya Indonesia kepada
wisatawan mancanegara). Pengembangan dan pemanfaatan pariwisata secara maksimal dapat meningkatkan
kualitas kawasan wisata, sehingga mampu menarik minat wisatawan. Tujuan pengembangan kawasan wisata
ini adalah untuk mempercantik tempat wisata tanpa mengganggu ekosistem alami yang ada. Pengelolaan
yangefektif dan strategi pemasaran yang tepat menjadisalah satu langkah penting dalam memperkenalkan
kawasan wisata kepada masyarakat. Pengembangan pariwisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah,
tetapi juga melibatkan peran aktif pihak swasta dan masyarakat. Kolaborasi semacam ini bertujuan untuk
mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan sektor pariwisata. Dalam kerangka kerja
sama atau collaborative governance, para aktor kebijakan dapat saling melengkapiuntuk mengoptimalkan
proses implementasi kebijakan. Pariwisata yang dikembangkan secara maksimal dapat menjadi solusi
altematif dalam mengatasi masalah ekonomi yang masih dihadapi negara-negara berkembang dengan
populasi besar, termasuk Indonesia. Upaya pengembangan sektor ini bertujuan untuk memenuhi harapan
wisatawan agarmereka merasa puas selama kunjungannya. Kepuasan ini diharapkan mendorong wisatawan
untuk kembaliberkunjungdi masa mendatangatau setidaknya membagikan pengalaman positifnya kepada
orang lain. Konsep-konsep pengembangan pariwisata dapat disesuaikan dengan karakteristik lokasi, serta
ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) (Akbar et al., 2022).

Konsep collaborative governance muncul dalam era paradigma governance, di mana dinamika
masyarakat semakin maju sehingga pemerintah dihadapkan pada permasalahan yang semakin kompleks.
Karena keterbatasan dalam mengatasi tantangan ini secara mandiri, pemerintah perlu menjalin kolaborasi
dengan aktor-aktoreksternal. Perkembangan tatakelola pemerintahan menjadikan collaborative governance
(tata kelola pemerintahan kolaboratif) sebagai fenomena sekaligus tren baru yang menarik untuk diteliti,
seperti yangdisampaikan oleh Ansell dan Gash. Collaborative governance merupakan salah satu pendekatan
untuk meresponskeinginan para pemangku kepentingan agar terlibat dalam proses pembangunan, sekaligus
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menjawab keterbatasan anggaran sektor pariwisata di NTB maupun Indonesia secara umum. Keterbatasan
anggaran ini membuat pemerintah kesulitan memenuhituntutan masyarakat akan peningkatan kinerja yang
lebih baik. Tujuan dari pendekatan ini adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki para pemangku
kepentingan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan harapan mereka. tata kelola
kolaboratif adalah suatu kerangka kerja pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang
melibatkan berbagai pihak secara konstruktif, melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan,
serta ruangpublik, swasta,dan masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sasaran publik yang
tidak dapat dicapaioleh satu pihak saja. Konsep ini mencakup kemitraan antara pemerintah, sektor swasta,
masyarakat sipil, dan komunitas. Tata kelola kolaboratif merupakan proses dan struktur dalam manajemen
serta perumusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor dari berbagailevel secara konstruktif, baik
dari instansi pemerintah, lembaga publik, institusi swasta, maupun masyarakat sipil, untuk mencapaitujuan
bersama yang tidak dapat diraih secara individu. Proses ini bersifat kolektif dan egaliter, di mana setiap
peserta memiliki otoritas substantif dalam pengambilan keputusan dan setiap pemangku kepentingan diberi
kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses tersebut (Putra et al., 2022)

Nusa Tenggara Barat (NTB) menawarkan beragam destinasi wisata menakjubkan, mulai dari pantai
berpasir putih yang memesona, gunung berapi yang megah, hingga desa-desa tradisional yang masih alami.
Dengan keindahan alam yang luar biasa, kekayaan budaya, dan keramahan penduduknya, NTB semakin
diminati sebagai tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun internasional. Salah satu destinasi wisata
menarik di Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah Pantai Loang Baloq. Pantaiini
terletak di Kelurahan TanjungKarang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Menurut Kurniansah dan Hali
(2018), PantaiLoangBaloq menjadidaya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Secara historis,
nama "LoangBaloq"berasaldari keberadaan makam atau petilasan diwilayah timur pantai. Makam tersebut
merupakan tempat peristirahatan seorang penyebar agama Islam di Pulau Lombok, yaitu Syeikh Gauz
Abdurrazak, yang berasal dari Timur Tengah (Hidayat & Pratama, 2023).

Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisatawan NTB

No. | Tahun | Wisatawan Nusantara | Wisatawan Mancanegara | Jumlah
1. 2020 40.814 582.012 622.826
2. 2021 11.890 952.146 964.036
3. 2022 126.539 1.249.756 1.376.295
4 2023 678.378 1.441.549 2.119.927

Sumber Data : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Dompu, 2024

Menurut data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dompu, jumlah kunjungan
wisatawan ke Pantai Lakey pada tahun 2020 mencapai 14.714 orang. Namun, pada tahun 2021 terjadi
penurunan dengan jumlah kunjungan sebanyak 10.573 wisatawan. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah
wisatawan meningkat menjadi 11.750 orang, dan berdasarkan data terbaru pada tahun 2023, kunjungan
wisatawan kembali mengalamipeningkatan signifikan dengan total 28.450 wisatawan.

Tabel 1.2 Data Kunjungan Wisatawan Pantai Lakey Tahun 2020 -2023

No. | Tahun | Wisatawan Nusantara | Wisatawan Mancanegara | Jumlah
1. | 2020 11693 3021 14714
2. | 2021 8111 2462 10573
3. | 2022 10746 1004 11750
4. | 2023 24075 4375 28450

Sumber Data : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Dompu, 2024

Menurut data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dompu, jumlah kunjungan
wisatawan ke Pantai Lakey pada tahun 2020 mencapai 14.714 orang. Namun, pada tahun 2021 terjadi
penurunan dengan jumlah kunjungan sebanyak 10.573 wisatawan. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah
wisatawan meningkat menjadi 11.750 orang, dan berdasarkan data terbaru pada tahun 2023, kunjungan
wisatawan kembali mengalami peningkatan signifikan dengan total 28.450 wisatawan.

Pengelolaan pariwisata di PantaiLakey, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, perlu dilakukan dengan
pendekatan kolaboratif yang lebih berfokus pada peningkatan kualitas dibandingkan kuantitas. Meski
demikian, pengembangan wisata di Pantai Lakey masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena
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pelaksanaan kolaborasi yang belum berjalan optimal sebagai bagian dari pengelolaan destinasi wisata
(Citriadin et al., 2020).

Selain itu, meskipun fasilitas di PantaiLakey sudah tersedia, pengelolaannya masih belum maksimal.
Beberapa masalah utama mencakup kondisifasilitas yang tidak memadai, seperti menara pengawas di tengah
laut yang kondisinya sangat memprihatinkan, lapuk, dan berisiko roboh, sehingga dapat membahayakan para
peselancar. Akses jalan menuju pantai juga masih belum diperbaiki, area parkir kurang memadai, dan
fasilitas umum seperti toilet masih terbatas. Masalah lain yang mencolok adalah banyaknya sampah yang
berserakan di kawasan Pantai Lakey, akibat minimnya tempat penampungan sampah sementara serta
kurangnya perhatian dari pemerintah, pelaku usaha, wisatawan, maupun masyarakat tethadap kebersihan
lingkungan. Hal ini turut memperburuk kondisi kawasan pantai dan menciptakan kesan negatif.
Permasalahan tersebut menyebabkan berkurangnya kenyamanan wisatawan. Jika dibiarkan, halinidapat
membentuk persepsiburuk terthadap Pantai Lakey sebagaidestinasiwisata. Persepsi negatif ini pada akhirnya
akan berdampak pada penurunan minat wisatawan untuk berkunjung, yangdapat menghambat perkembangan
pariwisata di kawasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yangtepat dan cepat dari berbagai
pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, melalui penerapan konsep
collaborative governance.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat post-positivisme, yang digunakan untuk menelitipada kondisiobjek yang alamiah, (sebagailawannya
adalah eksperimen), di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian (Ali, 2022). Metode
penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu
permasalahan. Data yangdikumpulkan melaluiwawancara mendalam, observasi, atau studi dokumen dapat
memberikan informasi mendetail mengenai persepsi, makna, dan pengalaman individu.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan
menggunakan penelitian untuk memperoleh data secara valid, akuntabel, dan maksimal dengan menyeluruh
serta tujuan untuk memaparkan bagaimana pentingnya collaborative governance dalam pengembangan
wisata pantai Lakey. penelitian ini telah dilakukan di destinasi pantai Lakey bertempat dikecamatan Hu’u
kabupaten Dompu berlangsungpada bulan Januari2025. Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi,
wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi destinasi pantai Lakey
untuk melihat bagaimanapelaksanaan tata Kelola kolaboratif yang diterapkan baik pemerintah, swasta dan
masyarakat dalam proses pengembangan wisata pantai Lakey. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap
bagaimanabentuk collaborative governance yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengembangan wisata
pantailakey serta tantangan atau hambatan yangdihadapidalam pengelolaan Bersama dalam pengembangan
wisata pantai Lakey terkait dengan infrastruktur dan fasilitas publik yang masih kurang memadai.
Wawancara telah dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam tata Kelola kolaboratif, seperti,
pemerintah, swasta, masyarakat, dan pokdarwis. Pada saat melakukan wawancara peneliti melakukan
kunjungan pertama didinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Dompu, bertemu langsung dengan kepala
dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Dompu dan sekretaris dinas kebudayaan dan pariwisata
kabupaten Dompu, di mana proses wawancara ini berbincang terkait bagaimana proses tata kolaboratif
pemerintah terhadap pengembangan wisata pantai Lakey. kemudian kegiatan wawancara selanjutnya
mengunjungi ketua pokdarwis Desa Hu’u dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan seputar tata
Kelola pengembangan wisata pantai Lakey, dan sejauh mana proses kolaboratif yang sudah dilakukan oleh
pemerintah dalam pengembangan wisata pantai Lakey sama halnya dengan pokdarwis peneliti juga
menanyakan halyangsama dengan ketua association hotel pantai Lakey serta masyarakat lokal Desa Hu’u
mengenaibagaimanabentuk collaborative governance yangdijalankan dalam pengembangan wisata pantai
Lakey kecamatan Hu’u kabupaten Dompu apa yang menjadi hambatan atau tantangan dalam proses
pengembangan wisata pantai Lakey terkait dengan fasilitas atau kebersihan pantai Lakey sehingga .dalam
proses pengembangan wisata pantai Lakey bukan hanya pemerintah saja yang terlibat melainkan semua
pihak yangada disekitar pantai Lakey.

3. PEMBAHASAN
PantailLakey berada di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB) Salah satu
destinasi yang terkenal di kalangan peselancar internasional adalah Pantai Lakey. Tidak banyak yang
menyangka bahwa salah satu wilayah diKabupaten Dompu ini menyimpan potensiwisata baharikelas dunia.
Meski popularitas Pantai Lakey di kalangan wisatawan domestik masih terbatas mungkin karena lokasinya
yang jarang dikunjungi atau aksesnya yang cukup menantang pantaiinitelah menjaditujuan utama para
peselancar dunia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata Pantai Lakey di Kecamatan
4
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Hu’u, Kabupaten Dompu, sudah mulaimenggunakan pendekatan collaborative governance atau kerja sama
antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, kerja sama ini belum berjalan maksimal karena masih
banyak tantangan yang dihadapi. Collaborative governance adalah bentuk tata kelola yang melibatkan
berbagaipemangku kepentingan (stakeholders)dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.
Dalam konteks pengembangan wisata Pantai Lakey, collaborative governance dapat diwujudkan melalui
kerja sama antara pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, maupun pokdarwis untuk memaksimalkan
potensi pengembangan wisata pantaiLakey.

Dari hasil penelitian ini sesuai dengan konsep operasional yang telah dirumuskan sebelumnya.
Adapun konsep operasionalyangdigunakan melihat collaborative governance dalam pengembangan wisata
Pantai Lakey kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu mengacu pada teori ansel and gash 2008 tentang 4
indikatorkeberhasilan collaborative governance,yaitu Kondisi Awal, Pemimpin Fasilitatif, Desain Lembaga,
Proses Kolaboratif.

1. Kondisi Awal

Pada tahap awal, PantaiLakey punya potensibesarsebagaiobjek wisata kelas dunia, terutama karena
ombaknyayangunik dan alamnyayangmasih alami. Sayangnya, infrastruktursepertijalan, toilet umum, dan
fasilitas umum lainnya masih belum memadai, sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan. Oleh karena itu
keterlibatan stakeholdermerupakan halyangsangat pentingdalam proses pengembangan wisata, tetapidapat
diliat pada kondisiawalpengembangan wisata pantai Lakey daritahun ke tahun, untuk tahun sekarang cukup
baik dibanding

Gambardi atasmenunjukkan adanya peran dan kontribusi dari pemerintah atau stakeholder lainnya
dalam memperbaiki jalan, walaupun belum maksimal, Tetapi menunjukkan adanya kolaborasi dalam
memperbaiki infrastruktur jalan guna sangat penting agar pengunjung tidak kesulitan dalam perjalanan
menuju wisata pantaiLakey, selain itu dalam perjalanan menuju wisata pun akan disambut dengan keindahan
patung surfing menunjukkan identitas dari wisata pantai Lakey.

2.  Pemimpin Fasilitatif

Dari sisi kepemimpinan, pemerintah daerah sudah ikut aktif dalam mendorongkolaborasi. Pemerintah
memiliki peran dan kontribusi dalam mendukung dan memfasilitasi anggaran, mengembangkan fasilitas-
fasilitas publik serta membantu mempromosi wisata pantai Lakey agar terkenal lebih luas belum informasi
yangdidapatkan wisatawan dalam mengunjungi wisata pantai Lakey. Sebagai Pemimpin Fasilitatif berperan
sebagai penghubung yang mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan mulai dari Membangun
Kepercayaan dan Kemitraan Menjalin hubungan erat antara pemerintah, masyarakat lokal, pelaku usaha,
akademisi, dan organisasi non-pemerintah.

Adapun keterlibatan berbagai pihak Pemerintah provinsi pemerintah daerah dinas pariwisata
pemerintah desa pokdarwis swasta masyarakat lokal, Kerja sama dalam Keterlibatan pengembangan wisata
pantailLakey sudah masuk pada Kawasan strategi Provinsi (KSP) sehingga tanggung jawab tidak seutuhnya
tugaspemerintah Kabupaten Dompu saja, di mana pemerintah daerah mendukung serta memfasilitasi dana
untuk pengembangan wisata dalam halini juga menjaditanggungjawab dan tugasbersama yaitu pemerintah
Provinsi NTB, Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, Pokdarwis, Asosiasi hotel Lakey dan
masyarakat lokal, mereka berkewajiban untuk mengembangkan destinasi wisata pantai Lakey

3. Desain Lembaga
Pengembangan wisata pantai Lakey, yang terletak didesa Hu’u kecamatan Hu’u, bisa melibatkan
kebijakan pemerintah yang bersifat kolaboratif antara sektor publik dan swasta, serta melibatkan berbagai
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lembaga dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata tersebut. Beberapa pendekatan umum yang
mungkin diterapkan melalui desain lembaga dalam pengembangan wisata pantai Lakey antara lain:

1. Kolaborasi Antar Lembaga Pemerintah
Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat bekerja sama dalam merancang kebijakan yang
mendukung pengembangan wisata pantai, seperti menyediakan infrastruktur yang memadai (jalan,
fasilitas umum, dsb.).

2. Desain Lembaga Pengelola Destinasi
Pembentukan lembaga atau badan pengelola khusus untuk pantai Lakey yang akan bertugas mengatur
berbagaiaspek seperti perizinan, pengelolaan sumber daya alam, dan pengawasan kegiatan wisata .

3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Kebijakan yangmenekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokaldalam pengelolaan wisata. Hal
ini bisa melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk mengelola akomodasi,dan layanan
terkait.

4. Promosi dan Pemasaran
Kebijakan yangmendukungpromosiwisata pantaiLakey, baik melalui kampanye digital maupun event
internasional Lembaga seperti Badan PromosiPariwisata Daerah dapat memainkan peran penting dalam
pemasaran dan menarik wisatawan.

Jadidalam Pengembangan wisata Pantai Lakey melibatkan semua pihak dengan menggunakan konsep
desain lembaga biasanya bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan
menggunakan Konsep desain lembaga dalam pengembangan pariwisata melibatkan kerja sama antara
Pemerintah provinsi NTB, Daerah, desa, Membuat regulasi yang mendukung, menyediakan infrastruktur
dasar, dan memfasilitasi investasi.

4. Proses Kolaboratif

Forum-forum kerja sama seperti musyawarah dan rapat sudah ada, tapi belum semua pihak yang
terlibat benar-benaraktif. Akibatnya, keputusan bersama sulit dicapai, dan tanggung jawab antar pihak juga
belum jelas. Proses kerja sama sendiri masih terbatas. Komunikasi antar pihak belum lancar, kepercayaan
belum sepenuhnya terbentuk, dan komitmen kadang tidak konsisten. Pemerintah masih jadi pihak yang
paling dominan, sementara masyarakat dan pelaku usaha lebih banyak menunggu arahan.

Pengembangan wisata Pantai Lakey melalui pendekatan kolaboratif telah menunjukkan kemajuan
positif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, kelompok sadar wisata
(Pokdarwis), masyarakat lokal, dan sektor swasta. Dialog tatap muka menjadi sarana utama dalam
komunikasi dan koordinasi, meskipun belum semua pihak dapat terlibat secara optimal akibat berbagai
kendala.Kepercayaan antaraktormulaiterbentuk, dengan masing-masingpihak menjalankan perannya, baik
sebagai pengambil kebijakan, pengelola, maupun pelaksana di lapangan. Namun, tantangan utama yang
masih dihadapi adalah belum adanya kesepakatan tertulis atau visi-misi bersama yang mengikat seluruh
pihak dalam kolaborasijangka panjang. Komitmen yangada masih bersifat koordinatif tanpa strategi terpadu
yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat secara penuh. Sementara pemahaman bersama tentang
pentingnya pengelolaan wisata berbasis kolaborasitelah mulai terbentuk, diperlukan integrasi yang lebih kuat
antara sektor pariwisata, lingkungan, dan ekonomiagar pengelolaan wisata dapat berjalan lebih efektif dan
berkelanjutan.
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Hal tersebut memberikan Dampak positif daripengelolaan yanglebih baik terlihat dalam peningkatan
jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yangsecara langsung berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomimasyarakat setempat dan lainnya.

Dampak Positif Dampak positif yangditimbulkan dari pengembangan wisata pantai Lakey ini antara
lain adalah:

1. Membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk komunitas lokal atau penduduk sekitar

2. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh masyarakat setempat.

3. Dengan semakin di kembangkannya lokasi pariwisata ini, maka dapat mendorong peningkatan
pembangunan daerah sekitardan tersedianya fasilitas umum yang semakin banyak, seperti penginapan,
minimarket, dan lain-lain.

4. Dengan adanya wisatawan asing, akan memungkinkan terciptanya pertukaran budaya dari wisatawan
dengan masyarakat setempat, sehingga membuat para wisatawan mengertitentangbudaya setempat dan
mengerti akan nilai-nilaidaritradisimasyarakat setempat begitu pula sebaliknya.

Dampak positif yang ditimbulkan daripengembangan industripariwisata Pantai Lakey salah satunya
adalah peningkatan pendapatan darisektor pariwisata merupakan sumberdana pembangunan tersebut seperti
tersedianya jalur perjalanan yang lancar, melalui jalur darat. Meskipun telah mengalamibanyak kemajuan,
masih terdapattantangan yangperlu diatasi, seperti peningkatan fasilitas pendukung dan diversifikasi atraksi
wisata. Adapun Dampak negatif Dengan dikembangkannya wisata Pantai Lakey, tidak hanya menimbulkan
dampak positif tetapijuga menimbulkan dampak negatif, antara lain yaitu:

1) Apabila suatu obyek wisata terlalu padat, maka bias menyebabkan hilangnya kenyamanan bagi
penduduk setempat

2) Dengan semakin banyaknya pengunjung, terkadang membuat lingkungan semakin kotor, karena terlalu
banyak sampah.

3) Pencampuran budaya yang dibawa oleh wisatawan asing, terkadang tidak sesuai dengan norma -norma
yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga sering sekali terjadi penyimpangan perilaku
masyarakat.

Pengembangan wisata Pantai Lakey memberikan dampak positif berupa peningkatan jumlah
wisatawan,pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, serta
pertukaran budaya yang memperkaya pemahaman antarbudaya. Namun, terdapat pula dampak negatif
seperti berkurangnya kenyamanan warga lokal akibat kepadatan wisatawan, peningkatan pencemaran
lingkungan, serta potensi penyimpangan norma akibat percampuran budaya. Oleh karena itu, diperlukan
pengelolaan yang berkelanjutan agar manfaat pariwisata dapat dimaksimalkan dan dampak negatifnya
diminimalisir.

Tabel 1.3 Aktivitas/ Kegiatan Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Pantai Lakey

No | Aktor Aktivitas / kegiatan

Mendukung dan Memfasilitasi anggaran dalam perbaikan infrastruktur.
Membangun fasilitas- fasilitas publik seperti mushola, toilet, area parkir.

Ikut andil dalam mempromosi wisata melalui sosial media dan situs resmi untuk
memperluas jangkauan informasi kepada wisatawan.

1. Pemerintah

Memfasilitasi penginapan berupa hotel-hotel.

Membantu promosi wisata dengan melalui sosial media seperti youtube dan sosial
media.

Lainnya.

2. Swasta

Aktivitas masyarakat lokal yaitu mengelola fasilitas yang sudah disediakan yaitu
menyewa papan surfing serta menjadi pemandu surfing.

Menyediakan restoran/ rumah makan khas dari bima-dompu.

Perberdayaan ekonomikreatif seperti pembuatan karya khas bima -dompu yaitu muna
pa’a dan tembe nggoli memperkenalkan ke wisata budaya unik yang dimiliki oleh
bima-dompu dalam mempromosikan pengembangan wisata pantai Lakey.

3. | Masyarakat

Hambatan-hambatan collaborative governance pengembangan wisata pantai Lakey

Dalam proses kolaborasipengembangan wisata pantai Lakey tentu sajamemiliki hambatan -hambatan
yangdihadapioleh berbagaipihak pemangku kepentingan,ada beberapa hambatan yangterjadidalam proses
pengembangan wisata pantai Lakey. Seperti keterbatasan sumber daya manusia yang belum terlatih secara
profesional, kurangnya anggaran, tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta
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lemahnya daya saing Pantai Lakey dibandingkan dengan tempat wisata terkenal lain seperti Bali atau
Lombok.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI
4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasilpenelitian yang telah lakukan dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut Bentuk
Collaborative Governance menunjukkan adanya keterlibatan aktif dariberbagaipihak mulaidari pemerintah,
swasta, masyarakat lokal sehingga dapat dilihat dari Peran dan kontribusi pemerintah mendukung,
memfasilitasi anggaran dan perbaikan infrastruktur, ikut andil dalam mempromosi wisata serta
mengembangkan fasilitas-fasilitas publik diwisata pantaiLakey.Peran dan kontribusi swasta dalam investasi
fasilitas penginapan dan promosiwisata dalam bentuk pengembangan wisata Pantai Lakey. Serta peran dan
keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan fasilitas wisata dan pemberdayaan ekonomi kreatif serta
mempromosi kuliner khas Bima-Dompu dalam bentuk pengembangan wisata pantaiLakey.

Dalam pendekatan Collaborative Governance ini menggunakan empat (4) indikator utama, yaitu:

a. Kondisi Awal: PantaiLakey memiliki potensi besarnamun fasilitas dan infrastrukturnya sangat terbatas.
Seiring waktu, keterlibatan berbagaipihak mulaiterlihat dalam pembangunan jalan, peningkatan fasilitas
umum, serta pengelolaan kebersihan oleh Pokdarwis.

b. Pemimpin Fasilitatif: Kepemimpinan yang efektif telah mendorong kolaborasi antara pemerintah,
masyarakat, pelaku usaha, dan investor. Pemimpin fasilitatif berperan dalam membangun kepercayaan,
memfasilitasi dialog, serta menjembatani kepentingan berbagaipihak.

c. Desain Lembaga: Pengembangan wisata Pantai Lakey melibatkan peraturan dan kebijakan yang
kolaboratif, termasuk peran penting Pokdarwis dan asosiasi hotel dalam pengelolaan wisata. Desain
kelembagaan yang baik memastikan keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan.

d. Proses Kolaboratif: Dialog tatap muka dan komunikasi yang transparan menjadi dasar utama dalam
membangun kepercayaan dan komitmen bersama. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam
forum musyawarah dan pengambilan keputusan telah dilakukan meski belum optimal.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi infrastruktur maupun pendanaan, serta keterbatasan sumber
daya manusia dalam halketerampilan dan profesionalisme di sektor pariwisata.

b. Sifat egoisme di antara pemangku kepentingan menyebabkan kurangnya sinergi dalam pengelolaan
wisata, yang berdampak pada lambatnya perkembangan destinasi.

c. Diperlukan strategi kolaboratif yanglebih efektif, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
perbaikan infrastruktur, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar pengembangan
wisata Pantai Lakey dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi
masyarakat setempat.
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